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ABSTRAK  : - Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Bupati Pemalang nomor 

31 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor2 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

diKabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali. 

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; 

UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 

2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 

2012; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 200; Perda No. 13 Tahun 

2016. 
 

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 

dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang 

digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi 

Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta 

monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten 

Pemalang. Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa. Bantuan sosial dapat berupa uang 

atau jasa. Pemberian Hibah ditujukan utuk menunjang pencapaian sasaran, program, 

kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat masyarakat. Belanja 

Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN, BUMD, Badan 

dan Lembaga, Ormas yang berbadan hukum Indonesia dan/atau Partai Politik.Pemberian 

hibah didasarkan atas usulan tertulis/proposal yang disampaikan kepada Bupati. 

Pelaksanaan angggaran belanja Hibah baik berupa uang maupun barang/jasa berdaraskan 

atas DPA-SKPD, penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang 

dilampiri surat pernyataan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. 

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang 

dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 

tidak secara terus menerus dan selektif kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan.   

CATATAN : -  Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juni 2021 

  - Terdiri atas 47 Pasal 

  - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

  - Lampiran 25  halaman 

  


